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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Pustaka 

1. Perkawinan  

a. Pengertian  perkawinan 

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, 

penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan 

dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.
1
 

Di dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman 

        
 

    

Demikianlah. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Ad-

dhukhan: 54) 

 

Surat An-Nisa’ ayat 3
3
: 

            ......... 

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi  

 

Adapun secara terminologis, pernikahan dan perkawinan itu 

sama. Maksud dari keduannya adalah suatu akad demi suatu 

kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan 

pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati 

sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.
4
 

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah, segala sesuatu 

yang dikitabkan kepada manusia pasti memiliki tujuan dan 

manfaatnya, baik berupa larangan maupun perintah atau anjuran. 

Karena terbatasnya akal dan kemampuan berpikir manusia, maka 

                                                           
1
 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Solo, Era 

Intermedia, 2005, hlm.3. 
2
 Al-Qur’an Surat Ad-Dhukhan  Ayat 54, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova, 

Syaamil Qur’an, 2012, hlm.,498. 
3
 Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova, Syaamil 

Qur’an, 2012, hlm.77. 
4
 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Op. Cit, hlm.3. 
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tidak semua manfaat dapat diketahuinya. Seperti halnya juga, 

pernikahan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya-nya 

sebagaimana yang dikutip Zakiyah Daradjat, bahwa tujuan 

perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu 1) mendapatkan 

dan melangsungkan keturunan 2) memenuhi hajat manusia 

menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya 3) 

memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan 4) 

menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak 

serta kewajiban, dan 5) membangun rumah tangga untuk membentuk 

masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih.
5
 

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan 

kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

menurut ketentuan syariat.
6
  

Undang-Undang menentukan bahwa perkawinan harus 

didasarkan oleh persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)). 

Oleh karena itu pekawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat 

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan 

hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat 

persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun.
7
 

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai 

pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan 

kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat 

dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan 

percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling 

                                                           
5
 Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 49.  

6
 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat, Bandung, pustaka Setia, 2001, hlm.13. 

7
 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 

1975, hlm.35. 
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membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah 

tangga.
8
 

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah 

suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas 

pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia 

mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang 

saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh 

sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, 

baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji 

dalam perkawinan mempunyai keabsahan penuh menyatakan, apakah 

mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.
9
 

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang 

harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang 

bersangkutan, yakni calon suami dan istri, jika kedua-duanya 

sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka 

yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam 

keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur untuk mereka 

dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.
10

 

Pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu akad 

atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki 

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang yang di ridhoi Allah 

SWT.
11

 Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum dibolehkannya watha’ (sanggama) 

dengan lafadz tajwiz atau yang semakna dengan keduannya.
12

 

                                                           
8
 Beni Ahmad Saebeni, Op. Cit, hlm. 14. 

9
 Ibid, hlm. 14. 

10
 Ibid, hlm. 11. 

11
 Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.38. 

12
 Supiana dan Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2004, hlm.125. 
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Perkawinan adalah peristiwa masyarakat yang membuat 

pengantin wanita dan laki-laki menjadi orang dewasa. Setiap orang 

yang memasuki jenjang perkawinan mempunyai harapan, berharap ini 

menjadi permanen dan akan menjamin bahwa pengaruh kebersamaan 

akan kekal.
13

 

Dalam hukum perdata, pernikahan diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang menyatakan 

bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha Esa. Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin di antara 

pasangan yang menikah harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan 

adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan 

hubungan tidak formal, yang tidak dapat dilihat.
14

Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (pasal 2), perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidzan 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
15

 

Adapun pendapat lain muncul dari ulama Hanifiyah yang 

mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad 

yang berguna untuk memiliki muth’ah dengan sengaja. Artinya, 

seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 

badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Dari 

berbagai macam pengertian diatas, Anwar Harjono menegaskan 

bahwa perkawinan adalah kalimat bahasa Indonesia yang umum 

                                                           
13

 William J Goode, Sosiologi Keluarga, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 

2005, hlm. 59. 
14

 Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka 

Grhatama, 2011, hlm.35. 
15

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, 

hlm.2. 
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dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam 

fiqh.
16

  

Menurut batasan nikah diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah 

lebih cenderung kepada hukum formil, yakni hanya melihat hukum 

halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang 

sebelumnya dihukumi haram. Mereka tidak memperhatikan tujuan, 

akibat, atau pengaruh nikah terhadap hak dan kewajiban suami istri.
17

 

Ada lima hal mendasar secara substansial berkaitan erat 

dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, 

yaitu sebagai berikut;
18

 

1) Dalam pernikahan ada hubungan timbal balik dan hubungan 

fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 

wanita. 

2) Dalam pernikahan ada kebetulan tekad di antara kedua belah pihak 

untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri. 

3) Dalam pernikahan dan penentuan hak dan kewajiban suami istri 

secara proporsional. 

4) Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan 

pihak keluargannya. 

5) Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan 

regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan 

hubungan silaturahim tanpa batas waktu yang ditentukan. 

Secara materiil, sebagaimana dikatakan oleh sulaiman Rasyid, 

tujuan perniukahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari 

dahulu sampai sekarang;
19

 

a) Mengharapkan harta benda, 

b) Mengharapkan kebangsawanannya, 

                                                           
16

 Beni ahmad Saebeni, Op.Cit.,hlm.17. 
17

 Supiana dan Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2004, hlm.126. 
18

 Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandung, CV Pustaka Setia, 

2011, hlm.36. 
19

 Ibid, hlm.37. 
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c) Melihat kecantikannya, 

d) Mengharapkan agama dan budi pekertinya yang baik. 

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan 

hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan 

perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut 

istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun 

memerlukan syarat-syarat sahnya. 

1) Rukun pernikahan
20

 

a) Mempelai laki-laki 

b) Mempelai perempuan 

c) Adanya wali 

Dari Abi Burdah dari Abu Musa dari Ayahnya ra, ia berkata: 

Bersabda Rasulullah SAW tidak sah nikah seseorang 

melainkan dengan wali (Hadist diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad dan Imam Empat).
21

 

d) Adanya dua orang saksi 

e) Dilakukan dengan sighat tertentu. Yaitu perkataan dari pihak 

wali perempuan, seperti kata wali, “ saya nikahkan engkau 

dengan anak saya bernama . . . . jawab mempelai laki-laki, 

“saya terima nikahnya. . .”
22

 

Dari Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab 

kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad;
23

 

Sedangkan Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa: rukun nikah 

itu hanya tiga. Yakni: ijab, qabul dan perpautan antara keduanya. 

(Antara ijab dengan qabul itu).
24

 

 

                                                           
20

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung, IKAPI, Cet.71, 2015, hlm., 382. 
21

 Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulugul Maram, Semarang, PT Karya 

Toha Putra, 2012, hlm. 499. 
22

 Zakiyah Daradjat, Op. Cit, hlm. 38. 
23

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta, PT RajaGrafindo 

Persada, Cet.4, 2014, hlm.13. 
24

 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh  Islam, Semarang, 

Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 222. 
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2) Syarat Pernikahan 

Ar-Rafi’i dan kebanyakan ulama berkata, bahwa yang dimaksud 

dengan syarat-syarat disini adalah syarat-syarat yang tidak 

bertentangan dengan tujuan pernikahan, bahkan termasuk dari 

tujuan dan tuntutan pernikahan. Sedangkan syarat-syarat yang 

bertentangan dengan tuntutan pernikahan maka itu tidak wajib 

untuk dipenuhi.
25

 

Adapun syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat bagi calon 

mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 

a) Syarat-syarat Suami
26

 

1. Bukan mahram dari calon istri; 

2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 

3. Orangnya tertentu, jelas orangnya; 

4. Tidak sedang ihram. 

b) Syarat-syarat Istri
27

 

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan 

mahram, tidak sedang dalam iddah; 

2. Merdeka, atas kemauan sendiri; 

3. Jelas orangnya; dan 

4. Tidak sedang berihram. 

c) Syarat-syarat Wali
28

 

1. Laki-laki; 

2. Baligh; 

3. Waras akalnya; 

4. Tidak dipaksa; 

5. Adil; dan 

6. Tidak sedang ihram. 

                                                           
25

 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim, Solo, Insan 

Kamil, 2010, hlm. 393. 
26

 Zakiyah Daradjat, Op. Cit, hlm. 38. 
27

 Ibid, hlm. 41. 
28

 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat, Bandung, pustaka Setia, 2001, hlm.105. 
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d) Syarat-syarat Saksi 

1. Laki-laki; 

2. Baligh; 

3. Waras akalnya; 

4. Adil; 

5. Dapat mendengar dan melihat; 

6. Bebas, tidak dipaksa; 

7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan 

8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 

Adapun tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menurut 

perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 

Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, 

juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta 

meneruskan keturunan dan menjalani hidupnya di dunia, juga 

mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa 

bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
29

 

Terlepas dari tujuan suatu pernikahan, ada juga hal-hal yang 

bisa membatalkan pernikahan (fasakh) diantarannya
30

: 

1) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad 

nikah. 

a) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah 

saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. 

b) Suami isti masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak 

meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara 

seperti ini disebut khiyar baligh, jika yang dipilih mengakhiri 

ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh. 

 

                                                           
29

 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.26. 
30

 M.A. Tihami dan Soharo SAhrani, Fikih Munakahat, Jakarta, PT RajaGrafindo 

Persada, 2014, hlm.196. 
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2) Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad 

a) Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan 

tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) 

karena kemurtadan yang terjadi belakangan. 

b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih 

tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka 

akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab. 

Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab perkawinannya 

dengan ahli kitab dari semula dipandang sah. 

Golongan Hanafiyah membuat rumusan umum guna 

membedakan pengertian pisahnya suami istri sabab talak dan sebab 

fasakh. Kata mereka: “Pisahnya suami istri karena suami dan sama 

sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak, dan setiap perpisahan 

suami istri karena istri, bukan karena suami atau karena suami, tapi 

dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.”
31

 

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan 

terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut
32

: 

1) Karena ada balak (penyakit belang kulit). 

2) Karena gila 

3) Karena penyakit kusta. 

4) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, AIDS dan 

sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat. 

5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang 

menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). 

6) Karena ‘unnah, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak 

mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.  

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam 

menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila
33

: 

                                                           
31

 Ibid, hlm.197. 
32

 Ibid, hlm.198. 
33

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, 

hlm.22. 
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1) Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan 

Agama. 

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadiisteri orang lain yang mafqud. 

3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari 

suami lain. 

4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 UU. No. 2 tahun 1974. 

5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan 

b. Hukum Pernikahan atau Perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku 

pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan, Allah berfirman: 

                  

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah ) QS. Adz-Dzariyat: 49. 

 

Di dalam ayat lain Allah berfirman: 

                     

            

Artinya: maha suci tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yasin: 36). 

 

                         

          

                                                           
34

 Al-Qur’an Surat Yasin Ayat 36, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova, Syaamil 

Qur’an, 2012, hlm.442. 
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Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan 

dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 

 

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan 

bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing 

siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

pernikahan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. 

Dalam Al-Quran Allah memberikan contoh bahwa sunnah para nabi 

yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah: 

                     

                         

Artinya: dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul 

sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan 

keturunan (QS Ar-Ra’ad: 38). 

 

Mengenai hukum asal nikah, para ulama berbeda 

pendapat.menurut Zahiriyah, melakukan nikah tanpa terkait dengan 

kondisi pribadi pelaku hukumnya wajib. Oleh karena itu, menurut 

mereka, dalil-dalil syarak berupa ayat al-Quran dan Al-Sunnah harus 

dipahami menurut lahirnya dan perintah Allah dalam dua sumber itu 

harus diikuti.
36

 

Menurut abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Malik bin Annas, 

asal hukum nikah itu dianjurkan (sunnah). Bagi orang tertentu, 

pernikahan itu dapat dihukumi wajib. Dalam nash baik Al-Quran 

maupun Al-Sunnah, kata perintah (menikah) itu tidak bisa dijadikan 

sebagai dasar hukum wajib, karena perintah itu mengandung 
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pengertian pemilihan. Semua perintah yang mengandung pilihan tidak 

mungkin punya maksud wajib.
37

 

Para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang 

dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan 

khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk 

melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, 

shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para 

imam madzhab
38

. Rasulullah saw bersabda:
39

 

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian sanggup menikah, 

maka nikahlah, karena nikah itu lebih menahan pandangan dan lebih 

menjaga kemaluan.” (Muttafaq Alaih). 

Terlepas dari pendapat Imam Madzhab, berdasar nash-nash 

baik Al-quran maupun Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum 

muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun 

demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan 

serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat 

dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.
40

 

1) Nikah wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada 

perbuatan zina seandainya tidak kawin.. 

2) Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa 

dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga 

melaksankan kewajiban lahir batin, sehingga apabila 

melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. 

3) Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu 

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram. 
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4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 

wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 

 

2. Akad Nikah 

a. Pengertian Akad Nikah 

Oleh karena yang terpokok dalam perkawinan adalah 

persetujuan dan ridha kedua belah pihak, maka harus diikat dalam 

suatu ikatan yang dinamakan Akad Nikah. Persetujuan dan ridha itu 

ada di dalam hati dan karenanya tidak dapat diketahui secara pasti 

selain oleh yang bersangkutan. Untuk penegasan adanya persetujuan 

dan ridha dilambangkan dalam suatu bentuk akad nikah.
41

 

Para ulama telah sepakat bahwa, terjadinya perkawinan itu 

secara sempurna setelah dilakukan ijab dan kabul dari suami istri 

(semua calon istri dan calon suami atau orang-orang yang 

menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil). Dan tidak sah akad 

nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja 

antara mereka berdua tanpa akad nikah.
42

 Lafadz ijab artinya 

penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau wakilnya, 

sedangkan lafadz kabul adalah penerimaan yang sah dari pihak calon 

pengantin laki-laki atau wakilnya.
43

 

Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta 

persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk 

mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat 

kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada 

perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan 

ikatan bersuami istri. Perlambang itu dikatakan dengan kata-kata oleh 
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kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan 

sighat dalam pernikahan.
44

 

Menurut Istilah syara’ akad adalah suatu ikatan yang 

membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan kabul. 

Atau perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan 

ketentuan syara’ yang berdampak apada objeknya.
45

 Sedangkan akad 

nikah adalah
46

; 

1) Menurut hukum syara’ akad nikah adalah suatu yang 

membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan 

menggunakan lafadz “menikahkan atau mengawinkan” yang 

diiikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon 

mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan 

lainnya. 

2) Dalam Kompilasi Hukum Islam 1 sub C, dikatakan bahwa akad 

nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul 

yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 

dua orang saksi. 

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa 

akad nikah itu dianggap sah dengan kata-kata Zawajtu (aku jodohkan) 

atau Ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau 

walinya atau wakilnya
47

. Dan kata-kata khabiltu (saya terima) atau 

Radhitu (saya rela) yang diucapkan oleh pengantin laki-laki atau orang 

yang mewakilinya. Tetapi perbedaan pendapat tentang terjadinya 

secara sah akad nikah itu apabila tidak diucapkan dengan kata-kata 

yang telah lampau (bentuk madhi), atau kata-kata selain pecahan dari 

suku kata “Az-Zaawaaj” (perjodohan) dan An-nikaah (perkawinan) 
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seperti Al-hibbatu (pemberian) atau Al-bay’u (penjualan) dan 

sebagainya.
48

 

Secara Muthlaq, tidak syah qabul dengan “Qabiltu” (saya 

menerima) dan juga dengan “Qabiltuha” (saya meneri8ma dia)yang 

dinikahkan juga tidak sah dengan “Qabiltuhu”(saya menerima nikah). 

Kabul yang lebih utama adalah “Qabiltu Nikahaha”(saya menerima 

nikahnya), sebab inilah Qabul yang hakiki (nayata).
49

 

Dalam Asbabun Nuzul pernah diberitakan seorang datang 

kepada Rasulullah saw dan berkata Rasul, aku datang menghibahkan 

diri kepadamu, maka Rasulullah saw mengangguk-angguk kepalanya 

tetapi tidak memberikan jawaban dengan ucapan.
50

 

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan bentuk 

hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan 

pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad 

berikutnya untui menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul. Kedua 

pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam 

pernikahan.
51

 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua 

pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.  

Apabila laki-laki mengatakan kepada perempuan, “Aku menikahimu,” 

maka perempuan mengatakan, “Aku terima,”. Perkataan lelaki itu 

disebut ijab fan yang dikatakan perempuan itu adalah kabul. Beberapa 

fuqaha berpendapat bahwa ijab adalah ucapan pihak perempuan, baik 

yang pertama kali mengucapkan ataupun yang kedua. Adapun kabul 

adalah apa yang diucapkan oleh pihak laki-laki, baik lebih dahulu 
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mengucapkannya ataupun tidak. Karena laki-laki adalah pemilik hak 

hubungan berumah tangga.
52

 

Zafar berpendapat, bahwa perkawinan itu hanya dianggap sah 

jika terlaksana atas dasar dua kehendak. Pertama sebagai ijab dan 

yang kedua sebagai kabul. Keduanya tidak mungkin dilakukan oleh 

satu orang. Sedangkan Syafi’i berpendapat, bahwa akad orang lain 

(Fudhuli) serta segala sikapnya dalam perkawinan dianggap batil.
53

 

Beberapa ketentuan dalam rukun sighat ‘aqad, diantaranya
54

: 

1) Status kedua mempelai setara, yaitu merdeka, berakhlak, 

beragama, dan dapat menjaga amanat. Berdasarkan sabda Nabi 

“apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha akan 

akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian 

lakukan maka akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang 

besar.” (HR. Ibnu Majah: 1967, Al-Hakim: 2/169, dan At-

Tirmidzi, beliau mengatakan tentang hadits tersebut: hasan gharib) 

2) Akadnya boleh diwakilkan. Maka mempelai laki-laki boleh 

mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Adapun 

mempelai perempuan, maka walinya adalah orang yang mengurus 

akad nikahnya. 

b. Syarat-Syarat Akad 

Syarat akad adalah syarat yang harus diperhatikan dalam 

rukun-rukun akad atau pada landasan berdirinya rukun-rukun tersebut. 

Karena jika satu syarat berbeda maka rukun-rukun tersebut seolah 

tidak ada, dan akad itu secara syar’i tidak ada. Sehingga, ia tidak 

berhak diproses secara hukum yang sengaja dibuat untuknya, dan akad 

tersebut disebut dengan akad batil. Adapun  syarat-syaratnya yaitu: 
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1) Kedua mempelai sudah tamyiz. 

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan 

belum tamyiz, maka pernikahan tidak sah. Imamiyah dan Hanafi 

berpendapat, perkawinan dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan 

seseorang yang berakal (sehat) dan baligh, lantaran adanya hadis 

yang menyatakan bahwa pengakuan orang-orang yang berakal 

(sehat) atas diri mereka patut diterima.sementara itu, Imam Al-

Syafi’i dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa, wanita yang 

berakal sehat dan telah baligh, manakala menyatakan dirinya telah 

kawin dan pengakuan itu dibenarkan oleh orang yang diakuinya 

sebagai suaminya, maka perkawinnan antara mereka berdua 

dipandang terbukti adanya. Sebab pengakuan seperti itu merupakan 

hak bagi kedua belah pihak (wanita dan pria yang mengaku telah 

kawin tersebut).
55

 

2) Ijab qabulnya dalam satu majlis. 

Maksud dari Majelis bukanlah tempat kedua belah pihak 

yang mengadakan akad, tetapi maksudnya adalah ungkapan ijab 

kabul. Lafal ijab dianggap sah jika tidak ada sesuatu yang 

menunjukkan penarikan, pengguguran, atau penolakan ijab. Ketika 

mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata 

lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang 

menghalangi peristiwa ijab dan qabul.
56

 

3) Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab. 

4) Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengarkan 

pernyataan masing-masingnya. Dikuatkan pula di dalam KHI Pasal 

27 bahwa ijab dan qabul harus jelas sehingga dapat didengar. 

c. Dasar Hukum Akad 

Secara Umum akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, berikut:
57
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1) Keyakinan atau keimanan 

Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

kehidupan seseorang. Iman akan menentukan seseorang bisa 

meraih kebahagiaan dunia akhirat. Imanlah yang menjadi syarat 

diterimanya amal perbuatan manusia. Dengan perkataan lain, amal 

perbuatan manusia (termasuk akad nikah) bagaimanapun baiknya, 

tidak akan diterima oleh Allah bila tidak dilandasi oleh keimanan. 

Keimanan yang harus dimiliki manusia secara mutlak, dijelaskan 

oleh surat Al-Baqarah ayat 1-5. 

2) Al-Islam 

Maksudnya adalah akad nikah merupakan suatu aktivitas ibadah 

yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaanya harus sesuai dengan ajaran-ajaran dan norma-norma 

islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, 

secara ijtihad terutama dalam bentuk ijma’ dan qiyas. 

3) Al-Ihsan 

Maksudnya adalah akad nikah haruslah dilandasi suatu prinsip 

taqarrub kepada Allah dan untuk Allah. Sehingga akad nikah itu 

dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, giat ibadah dan 

mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha 

Allah. 

Adapun dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik 

dalam pelaksanaan akad nikah adalah 

Surat An-Nisa ayat 21: 

                        

            

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
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sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil 

dari kamu Perjanjian yang kuat. 

 

Surat Al-Maidah ayat 1: 

                                 

                                  

Artinyah: hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.  

 

3. Kawin Hamil 

a. Pengertian Kawin Hamil 

Fenomena sosial yang terus berubah akibat kemajuan teknologi 

pada abad modern dewasa ini bukan saja membanggakan, melainkan 

sekaligus membahayakan kehidupan umat manusia. Pergaulan bebas 

dikalangan remaja yang menyebabkan hamil diluar pernikahan adalah 

suatu kenyataan yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan umat 

Islam.
60

 

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal atau 

melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan  suka sama 

suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan.
61

 

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita 

yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status 

nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki 

yang menghamilinya. 
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b. Hukum Kawin Hamil 

Dalam persepektif fiqh, masalah nikah kawin termasuk 

masalah khilafiyah; ada ulama’ yang membolehkan dan ada pula 

diantara ulama’ yang tidak membolehkan. Masing-masing dari titik 

pandang berbeda dan alasan-lasan yang berbeda pula. 

Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki 

dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada hak 

orang lain, bukan isteri dan bukan bukan pula orang yang sedang 

menjalani iddah. Ada lagi sebagian fukaha yang berpendapat lain, 

wanita zina tidak boleh dikawini.
62

 

Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Imam Hambali membolehkan 

kawin dengan wanita yang hamil karena zina, asalkan yang 

menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil 

semacam ini tidak menyebabkan haramnya dinikahi.
63

  

Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 3: 

                                    

                 

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan 

perempan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 

berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan 

atas orang-orang yang mukmin.
64

 

 

Maksud ayat diatas adalah bahwa nikah yang dimaksud dalam 

ayat ini ialah mengadakan ikatan suami istri. Perbuatan tersebut 

diharamkan, maksudnya bahwa bagi orang-orang beriman haram 

bersuami istri dengan orang-orang yang berbuat zina atau musyrik.
65

 

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil 
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dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang 

menyebutkan;
66

 

1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam 

secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan 

asalkan yang menikahi wanita hamil itu ialah laki-laki yang 

menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3 yang dikutip diatas, bahwa 

pezinan perempuan tidak layak dikawinkan kecuali dengan pezina 

lak-laki, dan hal itu diharamkan terhadap orang-orang yang beriman. 

Dan perkawinan ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita 

hamil tersebut, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak 

yang dikandung lahir.
67

 

Adapun menikahi wanita yang sedang hamil dan kehamilannya 

itu karena perbuatan orang lain, ada perbedaan pendapat dari para 

imam madzhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu: 

1) Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 

Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa 

menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, 

karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, dan boleh 

mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda 

oleh benih yang baru ditanam.
68
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Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-

ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam 

nikah. Bagi mereka iddah hanya ditentukan untuk menghargai 

sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang 

sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak 

ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan 

anak zina kepada ayah.
69

 

Memperhatikan pendapat Imam Syafi’i, maka seorang 

wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah 

jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, 

maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam 

perkawinannya. 

                         

      

Artinya: dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) 

mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. 

 

Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh 

wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, 

tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Berarti 

kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan 

rumah tangga. 

2) Madzhab Malik dan Hambali
70

 

Beliau berpendapat, perzinaan itu haram, dan tidak bisa 

mengharamkan yang halal yaitu perkawinan atau pernikahan. 

Hanya saja Hambali berpendapat, lelaki yang kawin dengan 

perempuan hamil karena perzinaan orang lain, tidak boleh 

melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut sebelum 
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kandungannya lahir. Disamping itu,menurut madzhab Hambali 

perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dikawini 

oleh lelaki yang mengetahui keadaan tersebut kecuali apabila 

terdapat dua syarat: 

a. Habis iddahnya, yaitu tiga kali hamil menurut Hmbali, dan jika 

hamil iddahnya habis dengan melahirkan. 

b. Orang perempuan tersebut hendaklah bertaubat. 

Selain empat imam mazhab di atas, ada juga ulama lain 

yang memberikan pendapat tentang permasalahan ini, diantaranya : 

a) Imam Muhammad as-Syaibani 

Beliau berpendapat, bahwa perkawinan dengan wanita yang 

dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya 

melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung itu lahir. 

Pendapat ini sejalan dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn 

Qudamah menambahkan, bahwa wanita itu harus terlebih dahulu 

dipidana dengan pidana cambuk.
71

 

Pemikiran As-Syaibani tersebut menghendaki pemisahan 

perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, agar tidak terjadi 

ikhtilath nasab/ percampuran keturunan, maka beliau 

mengharamkan melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir. 

Dan jika sia anak lahir, maka logikanya anak itu adalah anak si ibu 

yang melahirkan dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki 

yang menikahi ibunya.
72

 

b) Imam Abu Yusuf dan sebuah Riwayat dari Imam Abu Hanifah 

Mereka berpendapat tidak boleh menikahi hamil karena 

zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena 

wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka 

haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil 

dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, 
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maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada 

nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan 

kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah 

itu tidak ada artinya. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat, 

bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil, sah, 

tetapi tidak boleh melakukan coitus/hubungan badan sebelum 

anaknya lahir.
73

 

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah 

hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 53 

menyebutkan
74

: 

a) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya. 

b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) 

dapat dilangsungkan tanpa menunggu labih dahulu kelahiran 

anaknya.  

Adapun fatwa MUI DKI tanggal 26 Dzulqa’dah 1420 

tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan, 

bahwa wanita yang pernah melakukan zina baik dalam keadan 

hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikahi oleh pria 

yang menzinahinya dan laki-laki lain yang tidak menzinahinya.
75

 

 

4. Tajdidun Nikah 

a. Pengertian Tajdidun Nikah 

Menurut bahasa tajdid adalah pembaharuan yang merupakan 

bentuk dari jaddada-yujaddidu yang artinya menjadikan baru, 

pembaharuan. Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun 
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kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau 

memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.
76

 

Tajdidun  nikah adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti 

secara luas yaitu pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang 

nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-

laki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari 

pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih 

sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tajdidun 

nikah adalah seorang suami menikahi lagi istrinya yang sah dengan 

akad baru dan tidak merusak akad yang sebelumnya dengan maksud 

tertentu. 

Pelaksanaan tajdidun nikah ini sama dengan akad nikah yang 

pertama. Pada akad nikah yang pertama dicatat dan didaftarkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tetapi pada akad nikah yang 

kedua dilakukan tanpa sepengetahua KUA. Mereka biasanya 

melakukan di kediaman sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk 

untuk menikahkan mereka kembali apakah itu kiyai, modin atau tokoh 

masyarakat. Mereka biasanya mengundang keluarga atau kerabat dekat 

sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan akad nikah lagi. Seperti 

pada pernikahan yang umum dilakukan, tradisi ini juga memiliki rukun 

dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya adalah 

sama seperti pada pernikahan umumya, yaitu adanya kedua mempelai, 

wali, saksi dan akad nikah. Hanya saja pada pernikahan ini tidak perlu 

ada bukti tulis cukup disaksikan beberapa orang saja. 

Tajdidun nikah ini ada macam-macam bentuknya: 

1) Tajdidun nikah karena tanggal kelahiran 

2) Tajdidun nikah karena talak 

3) Tajdidun nikah karena kawin hamil 
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Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun 

nikah adalah: 

1) Menurut Nur Khoiriyah yang dikutip dari kitab Bahtsul Masail 

diniyah karangan A. Masduki Machfud, faktor yang menyebabkan 

terjadinya tajdidun nikah adalah:
77

 

 Adanya tujuan untuk ihtiyat (berhati-hati).  

 Adanya tujuan tajammul/ memperindah. 

 Menghilangkan perasaan was-was tentang status hukum 

perkawinan mereka. 

2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

pernikahan 

Faktor yang menyebabkan tajdidun nikah dijelaskan dalam 

pasal 26:
78

 

a) Adanya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai 

pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang. 

b) Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh PPN yang 

tidak berwenang. 

c) Telah hidup sebagai suami dan isteri. 

b. Hukum Tajdidun Nikah 

Tajdidun nikah atau yang lebih dikenal dengan istilah mbangun 

nikah, sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-

Qur’an. maupun Sunnah Nabi.  

Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan 

pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau 

memberikan batasan –batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki 

nilai sakral tersebut. 

Tajdidun nikah karena tajammul (memperindah) dan ihtiyath 

(kehati-hatian dari sepasang suami-istri), hukumnya dibolehkan. Sebab 
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bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, 

sehingga memperbarui nikah guna menetralisir kemungkinan tersebut. 

اَفااَّيَكجونجََّّلَََّّمَثَلاََّّثََن ََّّعَقْد ََّّصجورةَ ََّّعَلَىَّالز وْج ََّّمجوَافَ قَة ََّّمُجَر دَََّّأَن َّ نْق ضَاء ََّّاعْتِ  َّلْع صْمَة َّاَّبِ 
ََّّهجنَاَّوَمَاَّقاَلََّّأَنََّّإ لَََّّظاَه ر ََّّوَهجوََّّف يه ََّّك نَايةَََََّّّوَلَََّّبَلََّّْاْلأجولََّ َّالز وْج ََّّم نََّّْطلََب ََّّمُجَر د ََّّف 

َّ.فَ تَأَم لْهجََّّاحْت يَاط ََّّأوَََّّل تَجَمُّل َّ
"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua 

 (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya 

tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan 

kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. sedangkan apa yang 

dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata 

untuk memperindah atau berhati-hati".
79

 

 

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang 

membolehkan Tajdidun Nikah,  yakni  dengan niatan  semata-mata 

untuk memperindah atau agar mereka  lebih berhati-hati  dalam 

menjaga pernikahan atau perkawinannya. 

Bagi yang melarang atau memberikan batasan–batasan tertentu 

mereka  memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya 

masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang 

tentu  harus mengikuti Sunnah Nabi.  

Dalam kitab  Al-Anwar, Juz II, disebutkan  bahwa :  

لْفجرْقَة ََّّإ قْ راَر ََّّلأنَ هجََّّ َّآخَرجََّّمَهْر ََّّلَز مَهجََّّزَوْجَت ه ََّّن كَاحََّّرَججل ََّّجَد دَََّّوَلَوَّ تَق ضجََّّبِ  َّب ه ََّّوَيَ ن ْ
 .الث ال ثةَ ََّّالْمَر ة ََّّف ََّّالت حْل يْل ََّّإ لَََّّوَيََْتَاججََّّالط لَقجَّ

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka 

wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian 

dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) 

cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan 

muhalli".
80

 

 

Berkaitan dengan kasus wanita hamil akibat perzinahan 

dengan laki-laki yang bersangkutan, ketika laki-laki itu menikahinya 
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dan tidak perlu diulang setelah melahirkan. Namun mereka berdua 

tetap harus bertaubat karena perzinaan yang mereka lakukan.
81

 Hal ini 

juga diperkuat dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa: 

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
82

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Novan Sultoni Latif (2008) 

dalam skripsinya yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Nganyar-nganyari Nikah: studi Kasus di Ds. Demangsari Kec. Ayah Kab. 

Kebumen dijelaskan bahwa:
83

 

a. Nganyar-anyari nikah atau tajdid an nikah merupakan salah satu tradisi 

yang dilakukan oleh masyarakat desa demang sari karena beberapa 

faktor yaitu faktor ketidak harmonisan rumah tangga, faktor 

kekhawatiran rusaknya akad terdahulu dan faktor ekonomi. 

b. Ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi nganyar-anyari atau tajdid an-

nikah bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertenttangan 

dengan hukum Islam. Tradisi nganyar-anyari dapat dikategorikan 

sebagai urf yang sahih karena telah memenuhi persyaratan sebagai urf  

yang sahih dan jika dilihat dari segi masalah dan mafsadahnya maka 

masalah yang ditimbulkan oleh tradisi ini lebih banyak ketika 
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dilakukan dan akan menimbulkan banyak mafsadah ketika tidak 

dilaksanakan. 

Persamaan penelitian Novan Sultoni Latif dengan penelitian ini adalah 

terletak pada pokok pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang 

nganyari nikah yang sama dengan tajdidun nikah yang artinya 

pembaharuan terhadap akad nikah. 

Sedangakan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian Novian Sultoni 

Latif terletak pada studi kasus penelitian yaitu di Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara dan Ds. Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen. 

2. Ishak Tri Nugroho (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan 

Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)” 

menyimpulkan bahwa peraturan-peraturan tentang kawin hamil dalam 

pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi 

wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam pasal 53 

KHI. Keboplehan itu didasari dengan pertimbngan yang berkaitan dengan 

tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (hifdz 

an-Nasl) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak 

tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga 

kelangsungan hidup anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yanmg hendak 

dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya.
84

 

Persamaan penelitian Ishak Tri Nugroho dengan penelitian saya adalah 

sama- sama membahas tentang kawin hamil. Sedangkan perbedaanya 

adalah penelitian yang dilakukan Ishak Tri Nugroho lebih menekankan 

pada pembahasan kawin hamil dan penelitian saya lebih menekankan pada 

tajdidun nikah karena kawin hamil. 

3. Muhammad Tamyiz Ridho (2014) dalam skripsinya yang berjudul 

“Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (menurut Undang-Undang Tahun 

1974 dan Fatwa MUI DKI tahun 2000)” membahas tentang bagaimana 

penjelasan Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita 
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yang sedang hamil dari zina, bagaimana perbandingannya dengan 

Undang-Undang Perkawinan dan pendapat para Imam madzhab, serta 

bagaimana kedudukan waris anak yang lahir dari zina. Hukum perkawinan 

wanita hamil dari zina menurut Fatwa MUI DKI Jakarta adalah sah dan 

boleh, baik oleh sesama pelaku atau dengan orang lain. Pendapat ulama 

sendiri ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Dan kedudukan waris 

anak yang lahir dari zina, adalah ikut kepada ibunya, tidak dinasabkan 

kepada laki-laki yang menzinainya.
85

 

Persamaan dalam penelitian Tamyiz Ridlo dan penelitian saya adalah 

sama-sama menejelaskan tentang perkawinan wanita hamil akibat zina. 

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada studi kasus yaitu penelitian 

Tamyiz Ridho menurut Undang-Undang Tahun 1974 kalau penelitian saya 

meneliti pada masyarakat. 

4. Khoirul Umam (2015), Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim 

Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Ds. Pakis Kec. Tambakromo 

Kab. Pati), membahas tentang upaya mengetahui konsep-konsep dan 

persepsi masyarakat di Desa Pakis dalam menggunakan petungan untuk 

melakukan pembaharuan akad nikah. Pembaharuan akad nikah dilakukan 

oleh suami istri karena pada pernikahan pertama tidak tepat pada petungan 

atau (perhitungan) sistem kalender jawa. Praktek pembaharuan akad nikah 

dipahami sebagai penepatan waktu pada petungan sistem kalender jawa 

agar keluarga menjadi bahagia dan mendapatkan rizki yang melimpah 

serta terhindar dari marabahaya.
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Persamaan penelitian Khoirul Umam dengan penelitian saya adalah sama-

sama membahas tentang pembaharuan akad nikah. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian saya lebih menakankan pada pembahasan 

pembaharuan akad nikah terhadap kawin hamil dan penelitian Khoirul 
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Umam menekankan pada pembaharuan akad nikah berdasarkan petungan 

Jawa. 

 

C. Kerangka Teori 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan 

adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar nukah 

perkawinan yang sah. Perkawina adalah suatu akad yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan sebuah 

hubungan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia. 

Terdapat beberapa pendapat dari para ulama Madzhab mengenai hukum 

perkawinan karena kawin hamil.diantara kedua pendapat tersebut lebih 

kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan 

dan pendapat yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena 

zina. Salah satunya yaitu pendapat Imam Syafi’i yang membolehkan 

melakukan pernikahan terhadap wanita hamil karena zina tanpa harus 

menunggu kelahiran anaknya, baik itu dengan pria yang menghamilinya 

ataupun dengan pria lain. Kecuali dengan pria yang tidak menghamilinya 

dilarang melakukan persetubuhan sampai anaknya lahir. Dan akadnya 

dianggap sah. 

Berkaitan dengan sebuah akad nikah yang dilakukan wanita hamil, 

suatu wilayah tertentu masih terdapat tradisi tajdidun nikah. Tajdidun 

nikah adalah akad yang dilakukan sepasang suami istri yang masih dalam 

ikatan secara sah dengan melakukan akad baru tanpa merusak akad yang 

Kawin Hamil  

Nikah  

Tajdidun Nikah 

Tinjauan Hukum Islam 
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sebelumnya. Peraktek tajdidun ini dalam hukum Islam termasuk dalam 

yang dibolehkan karena salah satu satu sumber Islam (ijtihad) yaitu Urf 

dan maslahah mursalah. Meskipun didalam Al-Quran dan sunnah nabi 

tidak diterangkan hal semacam itu.  

Pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan 

masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang 

ditengah-tengah masyarakat serta dihayati langsung oleh masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 


